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A

MOTTO

Satu bahan terpenting dari formula kesuksesan

adalah mengetalu bagaimana untuk bekerna sama dengan orang lam
Theedore Roosevell

‘Janganlah takut, sebab Aku menyertal engkau; janganlah
bimbang, sebab Aku mi Allahmu; Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan (Yesaya 41:10)
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RINGKASAN

Suatu perbankan vang sehat ditandai dengan bank-bank yang sehat. Sebagai
otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyat tanggung jawab besar untuk
mendorong perbankan yang sehat, Untuk menciptakan perbankan yang sehat maka
Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan. Seperti terdapat dalam Pasal
29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “pembinaan dan
pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.” Dalam melakukan pembinaan dan
mengawasi Bank Indonesia melakukan antara lain menetapkan ketentuan kesehatan
bank

Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimana Bank Indonesia dalam
menetapkan kesehatan suatu bank umum dan bagaimana peranan Bank Indonesia
dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Umum supaya bank tersebut dalam
kondisi sehat.

Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan
menganahisa kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat kesehatan bank
umum, dan untuk mengkaji dan menganalisa peranan Bank Indonesia agar bank
umum dalam keadaan sehat.

Dalam metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif. Sumber data
vang dipergunakan adalah sumber data sckunder. Metode pengumpulan data untuk
penulisan skripsi ini adalah studi literatur. Sedangkan untuk menganalisa data yang
akan dibahas menggunakan metode desknptif kualitatif.

Bank Umum wajib untuk memelihara tingkat kesehatan banknya sendiri, dan
Bank Indonesia yang akan menilai dan menetapkan sejauhmana tingkat kesehatan
bank tersebut. Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan
mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia. berwenang untuk: menetapkan peraturan, memberikan
dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha terientu dari bank,

X

h.,._ o d..q_a-‘_l_l__ e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
dengan ketentuan penundang-undangan. Bank Indonesia dalam memeriksa neraca dan
perhitungan Rugi/Laba Bank Umum dapat didelegasikan kepada Akuntan Publik

Bank Indonesia disini mempunyai peranan didalam membuat kondisi suatu bank
tetup dalam keadaan sehat. Para pengawas bank harus dapat melakukan pekerjaannya
dengan benar, teliti serta memahami tugasnya dengan baik. Hal yang paling mendasar
dalam mencapai efektifitas pelaksanaan tugas ch sektor perbankan adalah kompetensi
dan integnias setiap pengawas bank. Integnitas akan selalu dapat dipertahankan
apabila dilandasi dengan etika profest, yaitu merupakan norma-norma vang berlaku
dilingkungan profesi tertenty yang memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan
apa vang tidak boleh dilakukan pada suatu profesi tertentu.

Bank Indonesia sebaiknya dalam melakukan tugasnya vaitu memenksa,
mengatur,dan mengawasi bank umum mampu melakukan tugasnya sesuai dengan
peraturan yang ada. Hendaknya para pengawas bank meningkatkan sumber daya
manusianya dalam bidang akuntansi sehingga Bank Indonesia tidak perlu
mendelegasian ke akuntan publik.
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1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan yang sehat, selain mencakup perkembangan bank
sebagal unit usaha yang sehat, juga mencakup perkembangan yvang mengarahkan
bank-bank agar mampu menggali sumber-sumber dana untuk kemudian
menyalurkannya ke sektor-sektor produknf secara efisien guna mendukung
tercapainya sasaran pembangunan nasional

Dalam kaitan ini, bank-bank juga didorong untuk melakukan kejasama sehingga
saling mengisi kekurangan masing-masing. Keberhasilan kerjasama tersebut akan
menciptakan suatu sinergt vang akan mendorong lebih cepat perkembangan
perbankan yang kecil serta sekaligus bermanfaat pula bagi bank yang besar.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab besar
untuk mendorong perbankan yang schat, antara lain dengan mengupayakan
terciptanya stabilitas moneter yang mantap.

Kiranya sudah dimaklumi bahwa Bank Umum yang merupakan baman dan
perbankan, yang berkembang dengan baik dan sehat merupakan harapan, keinginan
dan sasaran semua pihak termasuk oleh Bank Indonesia. Namun untuk terus
mengarahkan Bank Umum agar berkembang secara sehat, perlu terlebih dahulu dikaji
pihak-pihak vang dapat mempengaruhinya, vaitu bank vang bersangkutan,
pemerintah atau Bank Sentral dan lingkungan.

Misi Bank Indonesia disekior perbankan adalah uniuk mewujudkan sistem
perbankan vang schat dalam mendorong pembangunan nasional. Sistem perbankan
yang mampu berfungsi secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu
melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanva, seria

|

|
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mampu -menyalurkan dana masyarakat dibidang usaha produkuf dalam rangka
pencapatan sasaran pembangunan nasional.

Sebagai salah satu penggerak roda perckonomian nasional, industn perbankan
harus berada dalam kondisi yang sehat, karena hanva dengan kondisi yang sehat
fungsi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang
dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi bank, baik secara individu
maupun secara sistemn perbankan yang dapat digunakan sebagai deteksi dim apabila
terjadi permasalahan pada kegiatan usaha bank, dan dapat segera diambil langkah-
langkah penanggulangannya apabila terjadi permasalahan data yang digunakan
sebagai alat kontrol vang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dan hasil pengawasan
yang akurat pula.

Pembahasan mengenai berbagai upaya untuk mengarahkan dan mempengaruhi
perkembangan Bank Umum yang schat masih sering terbatas pada pembahasan dua
pihak yang menentukannya yaitu bank yang bersangkutan dalam hal im Bank Umum
dan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Pada waktu yang lalu, kedua belah pihak
tersebut memang sangat dominan sebagai pelaku-pelaku utama vyang dapat
mempengaruh dan mengarahkan ke perbankan yang sehat. Namun, sekarang im
salah satu faktor yang mulai memperlihatkan peranannya dalam perkembangan
perbankan yang sehat adalah faktor lingkungan.

Dalam hal ini Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, dinvatakan bahwa “pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh
Bank Indonesia,” Membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia yang
dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah menetapkan ketentuan kesehatan
bank. Yang hal tersebut merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Lebih lanjut
diperjelas pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan sebaga berikut

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuar dengan ketentuan
kecukupan modal, kualias aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pennsip kehati-hatan.
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Pendekatan dalam pengawasan dan pembinaan bank masih fertuju pada dua
faktor yang mempengaruhi perkembangan bank yang sehat, yaitu Bank Sentral vaitu
Bank Indonesia dan perbankan. Pengawasan dan pembinaan bank dari sudut Bank
Indonesia sendin masih menitkberatkan pada upava-upava penerbitan dan
penyempurnaan berbagai peraturan perbankan vang dapat menparahkan bank
beroperasi secara berhati-hati, menyempurnakan sistem pengawasan dan pembinaan
bank baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, serta memngkatkan
kuantitas dan kualitas tenaga pengawas dan pemeriksa bank. Di pihak lain, upaya
pengembangan perbankan yang schat dari pihak perbankan sendin lebih tertuju pada
faktor-faktor vang bersifat intern, seperti peningkatan profesionalisme dan kesadaran
untuk mematuhi ketentuan perbankan yang berlaku.

Dalam hal ini Bank Indonesia dibenkan kewenangan dan kewajiban untuk
membing dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat
preventif maupun represif (secara pemenksaan) dalam bentuk:

I. Membuat ketentuan-ketentuan
. Memberikan petunjuk-petunjuk
. Memberikan nasehat-nasehat

2

3

4. Memberikan bimbingan-bimbingan
5. Memberikan pengarahan-pengarahan
b

. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan (Munir Fuady,1999:131).

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan vang ada,
maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menelaah hal-hal yang berkaitan
dengan “Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Menetapkan
Tingkat Keschatan Bank Umum menurut Undang-undang Perbankan Nomor
10 Tahun 1998."
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" 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uralan dan latar belakang diatas, maka penulis membatasi

permasalahan vang akan dibahas dalam skripsi imi sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kesehatan suatu bank
umum?

2, Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Bank
Umum supaya bank tersebut teiap dalam kondisi sehat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah
tujuan yang bersifat umum dan vang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah;

I, Untuk memenuhi dan melengkam sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk
meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2, Schagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum vang didapat
selama di bangku kuliah ke dalan realitas permasalahan hukum vang ada.

3. Membenkan informasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jember dan instansi
yang berwenang serla siapa saja vang berminat kepada objek yang menjadi
permasalahan dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah:
1. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan
tingkat kesehatan bank umum,
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2. Untuk mengka)i dan menganalisa peranan Bank Indonesia agar bank umum
dalam keadaan sehat.

1.4 Metodologi.

Dalam penulisan skripsi 1m akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan
maksud agar penulisan skripsi im dapat mendekat kesempurnaan suatu karya tulis
yang bersifat 1lmiah dan juga bermaksud membenkan pengertian vang jelas dan

sistematik dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Pendekatan Masalah,

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan
adalah yuridis normauf yaitu merupakan pendekatan masalah dengan jalan penelagh
melalui  peraturan perundang-undangan vang berlaku saat ini, scbagai dasar
pemecahan masalah vang timbul berdasarkan hukum vang berlaku.

1.4.2 Sumber Data.

Sumber data vang dipergunakan dalam penulisan sknpst ini adalah sumber
data sekunder ymitu data tertulis yang didapat dan hteratur-hiteratur 1lmiah, majalah,
surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan vang ada kaitannya dengan
permasalahan vang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang
lengkap.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data.

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi im adalah
stuch literatur atau penelitan kepustakaan yaitu usaha mempelajan serta menganalisa
tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat para sarjana atau ahli
dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan,
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membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.
Kemudian kesemuanya itu dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan
jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini,

1.4.4 Analisa Data.

Dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisa data-data yang akan dibahas
digunakan metode desknptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu
metode untuk memperoleh pambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang
tidak didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah
hukum vyang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro,
1998:138),

Selanjutnya merupakan bagian akhir dan penulisan skripsi ini adalah menank
kestmpulan dan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara mengambil

kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan bersifat khusus.
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TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

2.1 Bank Indonesia.

2.1.1 TPenvertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang berlaku,
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, pengertian Bank Indonesia adalah:
1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia [pasal 4 ayat (1)]
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara vang independen, bebas dari campur
tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam undang-undang ini [pasal 4 ayat (2)]

_|..|.'l

Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini [pasal 4 ayat
(3)1.

Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam
melaksanakan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin indepedensi tersebut
maka kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Pencantuman status
independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum
vang kual, menjamin sCpastian nukum oan monsisiensi status kelembagaan Bank

Indonesia.

Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini dihubungkan dengan
tugas dari Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu pihak lain dilarang melakukan
segala bemtuk campur tangan terhadap pelaksaneaan tagas Bank Indonesia, dan Bank



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dar
pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam Pasal 4 avat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 lentang Bank
Indonesta merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum
sebagaimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan
undang-undang ini. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan
badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank
Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikal masyarakat
luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum
perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di
luar pengadilan.

Penegasan Bank Indonesia sebagai badan hukum ini diperlukan agar terdapat
kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendini yang terlepas

dari Angparan Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.2 Tujuan Bank Indonesia

Tujuan dari Bank Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menvatakan bahwa, “ mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.”

Tujuan Bank Indonesia dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia berbeda dengan tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1968 lentang Bank Sentral yang tidak merumuskan secara
tegas mengenai tujuan dan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum
yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Ketidaktegasan perumusan tersebut
menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas
dan tidak terfokus bahkan timbul konflik karena antara tugas menjaga kestabilan nilai
rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring.
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Disamping itu, ketidakjclasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap
kebijaksaan yang diambil tidak jelas.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 yaitu bahwa tujuan Bank Indonesia
adalah mencapai dan memelihara kestabilan milai rupiah yang merupakan single
objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah vang dimaksud adalah kestabilan
nilai ruprah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi
serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan
nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan Bank Indonesia
dalam bentuk single obrective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan
mencapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikut oleh Bank Indonesia.

Maksud dan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan
rupiah terhadap barang dan jasa yang ada di masyarakat, selain terhadap barang dan
Jasa juga terhadap mata vang negara lain, Kestabilan nilai rupiah ini harus selalu
dijaga oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. karena apabila nilai rupiah
mengalami ketidakstabilan maka akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi,
kesejahteraan rakyat. dan juga berdampak pada bank-bank umum baik swasta
ataupun pemenntah dan Bank Perkreditan Rakyat. Didalam mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas
perbankan yang dianggap perlu, namun tidak melakukan kegiatan intermediatasi
seperti bank umum (Biro Gubernur Bank Indonesia, 1999; 4),

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai suatu tujuan dan untuk mencapai tujuan
tersebut ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan perinsip
kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan
keuangan yang sehat.

Bank Indonesia mengemban amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya
Pasal 23 ayat (3) yaitu Bank Indonesia agar dapat menjaga uang sebagai alat
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dengan kata lain uang rupiah harus memiliki kestabilan nilai (Muhamad Djumhana.
2000:94).

Bank Indonesia mempunyai hak dalam hal pihak lain di luar Bank Indonesia
dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas
Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menolak

dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun,

2.1.3 Tugas Bank Indonesia.

Tugas dari Bank Indonesia tertuang didalam Pasal & Undane-undang Nomor
23 Tabun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Bank Indonasia
mempunyai tugas sebagai benikut:
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembavaran
¢. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka mendukung tugas dan Bank Indonesia tersebut dapat
menyelenggarakan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro dan
mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei kansumen. survei
perkembangan harga asset, dan survei-survei lainnya seperti surver dalam rangka
penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaraan.

Didalam melaksanakan tugasnya tersebut Bank Indonesia mempunyai hak
untuk tidak mendengarkan atau menghiraukan pihak-pihak diluar Bank Indonesia
yang mempunyai tujuan untuk campur tangan didalam tugas Bank Indonesia Hal im
menyangkut dengan Bank Indonesia sebagai lembaga independen.

Kemandinan Bank Indonesia imi yang membuat pihak-pihak diluar Bank
Indonesia dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan yang dapat
menggangeu Bank Indonesia melaksanakan tugasnya.

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan ini dimaksudkan zoar
Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efekuf Oleh
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karenanya jelas apabila ternyata perbuatan pihak tertentu membuat secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank
Indonesia maka dikategorikan sebagai campur tangan, namun tidak termasuk dalam
pengertian campur tangan yaitu kerjasama vang dilakukan oleh pihak lain atau
bantuan tekhnis vang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugasnya (Muhamad Djumhana, 2000: 95).

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung dengan tiga pilar utama
vang merupakan tiga bidang utama tugas dari Bank Indonesia vaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, serita mengawasi dan mengatur bank. Tiga pilar utama tersebut
merupakan tugas dari Bank Indonesia. Supaya tujuan dan Bank Indonesia vaitu
mencapai dan memelihara kestabilan nilal rupiah, dapat dicapai secara efektif dan

efisien, maka ketiga tugas tersebut harus dintegrasikan.

a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan
memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter
melalui berbagai cara, antara lain:
|. Operas pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing
2. Penetapan tingkat diskonto
3. Penctapan cadangan wajib minimum
4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank
Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort yang memungkinkan
Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

bank. Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the lasi resort terdapat dalam
Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Didalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilar tukar
berdasarkan nilai tukar vang ditetapkan. Penctapan nilai tukar dilakukan oleh
pemerintah dalam bentuk Keputusan Prestden berdasarkan usul Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia ditetapkan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
Dalam rangka pengelolaan cadanpgan devisa tersebut, Bank Indonesia
melaksanakan berbapgai jems transaks) devisa serta dapat menerima pinjaman luar
negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui
berbagai jenis transaksi devisa vaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan
devisa, emas dan surat-sural berharga sccara tunai atau berjangka termasuk
pemberian pinjaman, Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank
Indonesia selalu mempertimbangkan tiga asas utama dengan skala prioritas, vaitu
hikwditas (figuidiry), keamanan (securify) tanpa mengabaikan perinsip untuk
memperoleh pendapatan yang optimal (profitability).

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektf dan efisien, diperlukan
data atau informasi ekonomi dan keuangan secara tepat wakiu dan akurat. Hal

tersebut dirumuskan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia.

. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran.
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran system

pembayaran diatur dalam Pasal |5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undnag
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
mempunyal kewenangan untuk;

I.  Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan
jasa sistem pembayaraan

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tenlang kegiataannya

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaraan.

Dalam sistem pembayaran termasuk didalamnya vaitu lalu lintas pembayaran,
Lalu lintas pembayaran adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi
komersial atau finansial dari pembavar kepada menerima melalui media bank,
baik yang bersifat lingkup dalam negeri maupun lingkup luar negeri, yang
dilaksanakan melalui cara kliring, tranfer atau inkaso (Muhamad Djumhana,
2000: 102).

Lalu lintas pembayaran dapat terlaksana apabila unsur-unsur yang terkait
didalamnya saling mendukung. Adapun usur-unsur yang menjadi pendukung lalu
lintas pembayaran tersebut, diantaranya yaitu Bank Sentral: lembaga kliring:
hubungan kerjasama antarbank baik dalam negeri maupun dengan bank
koresponden; sarana komunikasi yang baik, dan unsur lainnya (Muhamad
Djumhana, 2000; 102),

Dalam kewenangannya mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, Bank Indonesia juga berhak untuk mengeluarkan dan mengatur
peredaran uang rupiah. Termasuk mencabut, menarik dan memusnahkan uang
tersebut, Bank Indonesia menetapkan ciri uang yang akan dikeluarkan, harga,
bahan yang akan digunakan, penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat
pembayaran dan menetapkan macam dan uang rupiah tersebut.

. Mengatur dan Mengawasi Bank.
Dalam mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai
kewenangan seperti ierdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun
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1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa menetapkan peraturan,
memberikan dan mencabut 1zin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari
Bank., melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan didalam bidang perijinan_ yang
berupa:
|. Pemberian dan pencabutan 1zin usaha bank
2. Pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
3. Pembenan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
4. Pembenan izin kepada Bank Umum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan

usaha tertentu.

Didalam mengawasi bank, Bank Indonesia juga melakukan pembinaan, Bank
yang dilakukan pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia adalah Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Indonesia mengawasi setiap
bank didalam kegiatan perbankannva dengan menggunakan dasar perinsip-
peninsip kehatian-hatian, dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu bagi
Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penyelenggara jasa
perbankan didalam menjalankan usahanya, sehingga tercipta sistem perbankan
yang sehat.

Tugas mengawasi bank-bank yang nantinya akan dialihkan kepada lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undnag selambat-lambatnya 31 Desember 2002,

Menurut Munir Fuady, tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral seperti vang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam
hal Bank Indonesia membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Kesehatan Bank.
Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang
kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset,
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kualitas manajemen, rentabilitas, likuditas, solvabilitas dan aspek-aspek
lainnya.

Dalam hal Bank Indonesia diberiken kewenangan dan kewajiban untuk
membina dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upava-upaya vang
bersifat preventif maupun represif (secara pemeriksaaan) dalam bentuk:

a. Memberikan ketentuan-ketentuan

b, Memberikan petunjuk-petunjuk

¢. Memberikan nasehat-naschat

d. Memberikan himbingan-bimbingan

e. Memberikan pengarahan-pengarahan

f.  Melakukan tindakan perbaikan

Meminia penjelasan dan Keterangan.

Yang dimaksudkan adalah kewenangan Bank Indonesia untuk meminta
bank-bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia keterangan dan
penjelasan mengenai usaha bank tersebut sesuai dengan tata cara yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri.

Melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan,

Bank Indonesia berwenang untuk meminta kepada bank-bank apar diberinva
kesempatan untuk pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada
bank-bank tersebut dan bank yang bersangkutan wajib untuk memberikan
bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperoleh
kebenaran informasi yang dicari oleh Bank Indonesia.

Melakukan pemeriksaan secara berkala atau msidentil.

Menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
dalam rangka mengawasi kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia
berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
ataupun insidentil, yakni sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan
tetapi tentunya kewenangan pemeriksaan ini ada batas-batasnya mengingat
kewenangan yang diberikan hanya sebatas “pemeriksaan” belum sampai
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tingkat “penyelidikan” Karena itu, menurut Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia bukanlah polisi khusus.
Membenkan laporan kepada Dewan Moneter.

Sepertt vang diatur oleh Undang-undang Bank Sentral, maka Bank Indonesia
memang berwenang, bahkan wajib (jika dimintakan oleh Dewan Moneter)
untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang
dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh vang diperlukan oleh Dewan Moneter,
Bahkan bila diperlukan, untuk dapat memberikan laporan kepada Dewan
Moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan Khusus
terhadap bank yang akan dilaporkan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
Dewan Moneter dapat mempunyai bahan pertimbangan dalam menetapkan
kebijaksanaan perbankan secara makro,

Menetapkan persyaratan dan tata cara pemenksaan bank.

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan (dengan peraturan
perundang-undangan) mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan
perbankan. Yang dimaksud dengan persyaratan dan tata cara pemeriksaan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini adalah menetapkan hal-hal seperti:
a. Jems pemeriksaan

b. Prosedur pemeriksaan

¢. Ruang lingkup pemeriksaan

d. Pelaporan

e. Langkah-langkah yang merupakan tindak lanjut dani hasil pemeriksaan.
Meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi serta
laporan berkala lainnya,

Setiap bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala
lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Neraca dan perhitungan laba rugi ini wajib terlebih dahulu diaudit oleh
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akuntan publik, dan wajib pula diumumkan kepada masyarakat oleh bank
vang bersangkutan.

Menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan
laba rugm bank.

Sebagai lembaga yang membina dan mengawasi kehidupan perbankan di
Indonesia, maka Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk waktu dan
bentuk terhadap neraca dan laporan laba rugi dan bank-bank dan juga
menetapkan cara mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi kepada
masyarakat. Hal ini dilakukan agar terdapat keseragaman dengan jelas
mengenal keadaan finansial dari bank-bank tersebut.

Menetapkan pengecualian bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk diaudit
oleh akuntan publik.

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan adanva
pengecualian bagi Bank-Bank Perkreditan Rakyat untuk diaudit neraca dan
perhitungan laba ruginya oleh akuntan publik. Dalam hal ini, sesuai dengan
bunyi Pasal 36 dan penjelasan resminva dari Undang-undang Perbankan,
maka undang-undang tidak memberikan pengecualian kepada Bank-bank
Perkreditan Rakyat secara menyeluruh, akan tetapi hanya memberikan
kewenangan kepada Bank [ndonesia untuk menetapkan Bank-bank
Perkredutan Rakyat yang mana mendapat pengecualian tersebut.

Melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan
keselamatannya.

Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan (sebelum
diusulkan untuk mencabut izinnya) jika suatu bank berada dalam keadaan
bahaya. Tindakan-tindakan penyelamatan berupa:

a. Meminta pemegang saham untuk menambah sahamnya

b. Meminta pemegang saham untuk mengganti dewan komisaris bank

¢. Meminta pemegang saham untuk mengpanti direksi bank
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d. Meminta bank untuk menghapusbukukan kredit macet atau pembiayaan
berdasarkan perinsip syaniah dan memperhitungkan kerugian bank dengan
modalnya

€. Meminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

g Meminta bank untuk diambil alih oleh pembeli vang bersedia untuk
mengambil alih seluruh kewajiban

h. Meminta bank uniuk menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau
kewajiban bank tersebut kepada bank atau pihak lain

i. Mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi.

Mencabut izin suatu bank dan memerintahkan likuidasi.

Pada Pasal 37 ayat (2) dari Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998, maka sebenarnya kewenangan untuk mengusulkan atau mencabut izin

bank dapat berkonotasi sangat luas. Jelasnya, sungguhpun sebelumnya tanpa

tindakan penyelamatan dahulu, atau setelah dilakukan penyclamatan tetapi
tidak berhasil keluar dari kesulitan, sungghpun kesulitan tersebut tidak
sampai dalam arti membahayakan sistem perbankan, tetapi hanya berbahaya
bagi kelangsungan usaha bank. Setelah dicabut izin usaha oleh pemimpin

Bank Indonesia, maka pimpinan Bank Indonesia tersebut memerintahkan

direksi bank yang dicabut izin usaha tersebut segera.

Meminta Pemerintah untuk membentuk badan khusus dalam rangka

penyehatan bank.

Dalam hal terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian

nasional, Bank Indonesia dapat meminta pemerintah untuk membentuk suatu

badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Dalam hal imi pemerimtah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan

Rakyat. Badan khusus tersebul mempunyai tugas antara lain:

a. Kewenangan yang dimaksud datam Pasal 37 ayat (1)
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b. Melakukan hal lain dalam rangka penvelamatan perbankan sebagaimana
dimasud dalam Pasal 37A avat (3) Undang-undang Perbankan Nomor 10
Tahun 1998

2.1.4 Kewenangan Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia dapat dilihat dari tugas-tugas Bank Indonesia

dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

lugas Bank Indonesia dalam hal menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflansi  yang
ditetapkannya.

Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tertentu
seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
penetapkan tingkat diskonto, penetapkan cadangan wajib minimum, dan
pengaturan  kredit atau pembiayaan, cara-cara inipun dapat dilaksanakan
berdasarkan perinsip syariah.

Meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang
dilakukan oleh penduduk.

Menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh
bank.

Mengajukan sistem nilai tukar umtuk ditetapkan oleh Pemerintah (Muhamad
Djumhana,2000;98).

Tugas Bank Indonesia dalam hal mengatur dan menjaga sistem pembayaran,

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran.

Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya.
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Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Mengatur sistem klinng antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta
asing yang diselengearakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain atas persetujuan
oleh Bank Indonesia.

Menyelenggarakan penyelesian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam
mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Menetapkan macam, harga, cin uang yang akan dikeluarkan, bahan yang
digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah,
Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang yang dimaksud dan  peredaran  (Muhamad
Djumhana,2000;101).

Tugas Bank Indonesia dalam hal mepgatur dan mengawasi bank, Bank

Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

1.
2.

Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan vang memuat perinsip kehati-hatian.
Didalam hal perijinan mencakup pembenan ijin, mencabut ijin pembukaan,
penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas
kepemilikan dan kepengurusan bank serta memberikan ijin kepada bank untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Melakukan pemenksaan terhadap bank baik berkala maupun sewaktu-waktu bila
diperlukan.

Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap
suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang Perbankan.
Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.

Melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu bank, jika menurut
penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank vang
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bersangkutan dan atau sistem perbankan maupun terjadi kesulitan perbankan
yang membahayakan perekonomian nasional (Muhamad Djumhana, 2000:104),

2.2 Bank Umum
2.2.1 Pengertian Bank.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank
adalah badan usaha vang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakvat banyak.

Pengertian bank menurut Abdurrahman, istilah bank dimaksudkan sebagai
suatu jemis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup
berancka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda
berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan (1991:80).

lika dilihat dari sejarah terminologi bank maka akan diketemukan bahwa kata
* bank berasal dari bahasa Hali yaitu banca berarti bence yaitu suatu bangku tempat
duduk. Sebab, pada jaman pertengahan, pihak bankir Ttali yang memberikan
pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku
halaman pasar (Abdurrahman,1991:80).

Menurut Black, Herry Campbell (dalam Munir Fuady,1999:14), ada juga yang
memben arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran vang besar
dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito,
memberikan pinjaman, dan meneribitkan promissory notes yang sering disebut
dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah
hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain.

‘ Menurut Webster, Noah (dalam Munir Fuady,1999:13), menyatakan bahwa
bank diartikan sebagai:
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1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek,
notes, dan lam-lam, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan
meminjamkan pangnya dengan memungut bunga.

Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut

Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat
beroperasinya perusahaan perbankan.

b 1

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 1
butir 5, menyatakan bahwa Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan vang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Bank adalah
lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan
(membeni kredit, jasa, dan sebagainya), lembaga vang mengatur dan menangani
peredaran uang.

Menurut Somary (dalam Prathama Raharja,1997:64) mendefinisikan Bank
adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit
berjangka pendek, menengah maupun panjang. Dana yang diperlukan dalam
pemberian kredit tersebut berasal dari modal yang disisthkan dari anggaran belanija
negara untuk bank pemerintah dan modal saham untuk swasta. Apabila modal yang
disetor terscbut tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan
pengumpulan dana melalui kredit likuiditas dari Bank Sentral, pinjaman dari bank-
bank dalam negeri dan luar negeri, menerbitkan sertifikat bank.

Menurut GM Vemijn Stuart (dalam Thomas Suyatno dkk,1999:1),
memberikan definisi bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang
diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru
berupa uang giral.

Pengertian Bank erat kaitannya dengan pengertian Bank Sentral. Bank Sentral
adalah lembaga negara yang mempunvai wewenang untuk mengeluarkan alat
pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakannya kebijakkan moneter,
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mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi
perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Di Indonesia
hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat 3 Undang-

undang Dasar 1945, disebut Bank Indonesia.

2.2.2 Pengertian Bank Umum,

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam
Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa Bank Umum adalah bank vang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah vang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembavaran.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan disebutkan hahwa

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iatina),

Perbankan secara konvensional maksudnya adalah usaha perbankan memberi
kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Usaha
Bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya vang
dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;

3. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan
dan atas perintah nasabahnya:
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a. Surat-surat wesel termasuk termasuk wescl yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud:;

b. Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya
tidak lebih lama dan kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

¢. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
d. Sertifat Bank Indonesia (SBI);

e. Obligasi;

f.  Surat dapgang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

g Instrumen sural berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)
tahumn:

Memindahkan vang baik uniuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah:

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, meminjamkan dana kepada bank

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan

wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

Menernima pembayaran atas tagthan surat berharga dan melakukan perhitungan

dengan atau antara pihak ketiga;

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;

Melakukan kegitan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak:

-

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

10. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat:

11.

12,

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kepiatan lain berdasarkan
perinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi dan Bank Umum adalah

sebagai berikut:

|. Mengumpulkan dana vang sementara mengganggur untuk dipinjamkan pada
pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (financial invesment)

2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang

3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya
menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lam.

4. Menciptakan kredit (created money deposit), yaitu dengan cara menciptakan
deposito dapat digunakan (demand deposit) yang sewaktu-waktu dari kelebihan

cadangannya (excess reserves).

Usaha bank tidak hanya memberikan kredit kepada nasabah-nasabah, tetapi
juga vang seperti diuraikan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan Dengan kata lain usaha bank tampak lebih luas cakupannya
Untuk itu pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa
perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktf namun tidak

menyimpang dari asas pengelolaan bank yaitu Perinsip kehati-hatian (Prudential
Banking).

Menurut Thomas Suyamo dkk (dalam Sentosa Sembiring, 2000, 7),
keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan vyang
cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya Bank Umum, merupakan inti
sari dan sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang
menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan
menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.
Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia, kegiatan usaha Bank Umum

secara umum, beberapa indikator kinerja perbankan pada tahun 2000 menunjukkan
perbaikan, seperti tercermin dari meningkatnya total aset, penghimpunan dena,
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pemberian kredit, kualitas aktiva produktif , permodalan, dan profitabilitas bank.
Perbaikan kinerja perbankan tersebut tidak teriepas dari berbagai langkah kebijakan
yang telah ditempuh dalam rangka restruktunisasi perbankan nasional, serta didukung

pula oleh perbaikan kondisi makroekonomi secara keseluruhan.

2.4 Penilaian Kesehatan Bank.
2.4.1 Kriteria Bank Sehat.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pthak yang terkait, baik
pemilik dan pengelola bank, masyarakat dan pengguna jasa bank maupun Bank
Indonesia selaku penpawas dan pembina bank. Untuk menjaga kesehatan bank,
pengelola bank harus memahami dan menyadari sepenuhnya hal-hal yang sebaiknya
dilakukan atau yanp tidak dilakukan dalam melaksanakan kepiatan usaha bank
(Bambang Sunggono, 1995; 114),

Tujuan penilaian Tingkat Kesehatan, yaitu:

1. Merupakan tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan
bank dilakukan sejalan dengan asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

2. Merupakan tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan

baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Pendekatan Penilaian, yaitu:

1. Penilaian tmgkat kesehatan bank, yang dilakukan secara bulanan, pada dasamya
dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh
terhadap kondisi dan perkembangan usaha suatu bank. Pendekatan kuahtatif
tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap faktor permodalan
(Capital), kualitas aktiva produktif (Asser Quality), manajemen (Management),
Rentabilitas (Earning), dan likuiditas (Liguidity), yang disebut CAMEL.
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Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan terhadap faktor CAMEL (Capital, Asset
Quality, Management, Farning, Liquidity) pada tahap pertama dilakukan dengan
cara mengkuantifikasikan komponen-komponen vang termasuk dalam masing-
masing faktor. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen tersebut, dilakukan
penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang
secara maleriil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing
faktor (Direktorat Penclitian dan Pengaturan Perbankan,2001;85).

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

30/2/UPPB, tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Keschatan
Bank Umum, Bank Umum dapat dikatakan schat apabila bank umum terscbut
memenuhi krntena sebaga bertkut:

bed

Faktor Permodalan.

Bank-bank umum diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Maka cara penilaian terhadap rasio
maodal yang kurang dan 8% diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan
nilai kredit 65.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif.

Komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produltf (KAP) yaitu
perbandingan antara jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
yang telah terhadap jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib
Dibentuk (PPAPWD).

Faktor Manajemen.

Penilaian faktor manajemen didasarkan pada 100 aspek yang memberikan
penckanan pada manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat pada
berbagai kegiatan usaha bank. khususnya untuk Bank Umum bukan Devisa
penilaian manajemen didasarkan atas 85 aspek, mengingat 15 aspek lainnya
berkaitan erat dengan kegiatan usaha Bank Umum Devisa.
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4. Faktor Likuiditas,
Pengukuran rasio kredit terhadap dana yang ditenima sebagai salah satu
komponen dalam fakior likwiditas dilakukan secara berjenjang sejalan dengan
penilaian terhadap komponen lainnya.

5. Pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan.
Pemenuhan ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan Kredit Ekspor (KE)
dikeluarkan dan penilaian tingkat kesehatan bank.

Didalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
30/1 VKEP/DIR Tanggal 30 Apnl 1997 tentang Tata Cam Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum, dapat dinyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada
dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif, atas berbagai aspek vang berpengaruh
terhadap perkembangan dan kondisi suatu bank, sehingga dari hasil penilaian tersebut

bank dapat dikatcgorikan sebagai bank schat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak
sehat,

242 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan pada ayat (2), menyatakan bahwa Bank wajib memelihara
tingkat keschatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yanp
berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan
pennsip kehati-hatian,

Dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dinilai oleh Bank Indonesia
selaku Bank Sentral dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu bank adalah:

1. Aspek permodalan;
2. Kualitas aset;
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Kualitas manajemen;
Likuiditas;

Remabilitas:

& W & W

Solvabilitas.

Menurut Widjanarto (dalam Sentosa Sembiring, 2000; 44), untuk menilai
apakah bank sehat atau tidak, ada 3 (tiga) faktor yang harus dinilai, yaitu;
|. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuitas, rentabilitas dan solvabilitas;
2. Kualitas aktiva produktif, vaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai
aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank;
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan termtama yang berkaitan
dengan bidang perbankan,

Bank Indonesia selaku atau bertindak sebagai Bank Sentral memberikan
pengertian-pengertian tentang keschatan bank, yang lebih lanjut dijabarkan dalam
Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 Apnl 1997
tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor
30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, mengatakan tingkat keschatan bank pada
dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitaif atas berbagai aspek yang berpengaruh
terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa
pendekatan kualitatif scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,
rentabilitas dan likuiditas.

Faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya:

1. Pemodalan, berupa rasio modal yang dihitung berdasarkan Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum (KPMM) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
(ATMR), dibeni bobot 25%.
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Kualitas Aktiva Produktif, terdin dan rasio Aktiva Produktif vang
Diklasifikastkan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AP) diberi bobot 25% dan
rasio Penyisithan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Bank (PPAPYD)
lerhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk
(PPAPWD) diben bobot 5%.

Manajemen, terdin dari penilaian terhadap manajemen umum diberi bobot 10%
dan penilaian terhadap manajemen resiko diberi bobot 15%.

Rentabilitas, terdiri dari rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha diberi
bobot 5% dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional diberi
bobot 5%.

Likwditas, terdiri dan rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti bank
diben bobot 5% dan rasio kredit terhadap dana yang ditenima oleh bank dalam
rupiah dan valuta asing diberi bobot 5%.

Berdasarkan penilaian terhadap faktor diatas maka ada 4 (empat) predikat

tingkat kesehatan bank, yaitu:

1.

)

ILJ.I

Sehat;

Cukup Sehat;
Kurang Sehat;
Tidak Sehat.

Berdasarkan pada Pasal 6 Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor

33/T1/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum, predikat sehat atau cukup sehat atan kurang sehat akan diturunkan
menjadi tidak schat apabila terdapat:

I

Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank
yang bersangkutan;
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Campur tangan pihak-pihak luar bank dalam Kepengurusan (manajemen) bank,
termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu
atau beberapa kamtornya berdini sendiri;

Window Dressing dalam pembukuan dan atau laporan bank yang sccara matenil
dapat berpengaruh terhadap keadaan keuvangan bank sehingga mengakibatkan
penilaian yang keliru terhadap bank;

Praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank diluar pembukuan bank;
Kesulitan keuangan vyang mengakibatkan penghentian sementara atau
pengunduran din dan keikuisertaan dalam kliring; atau

Praktek perbankan yang lain yang membahayakan kelangsungan usaha bank
dan/atau menurunkan kesehatan bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank umum antara lain

kepatuhan dan keberhasilannya memenuhi ketentuan BMPK (Batas Maksimum
Pembenian Kredit) dan PDN ( Posisi Devisa Neto).

Penilazan tingkat kesehatan bank di Indonesia menggunakan sistem CAMEL

(Capital, Asser Quality, Manajement, Earning, Liquidity) plus, karena disamping
menilai keadaan kevangan bank yang meliputi unsur CAMEL juga dinilai keadaan
atau unsur-unsur yang tidak termasuk dalam keadaan bank yang merupakan faktor

plus, yaitu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khususnya peraturan-peraturan di
bidang perbankan.

2.5 Dasar Hukom

1.

Dasar Hukum yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (4):
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan pernsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
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berwawasan hngkungan, kemandinan, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 temtang Perubahan atas Udang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Pasal 1 butir 2:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.

Pasal | butir 3
Bank Umum adalah bank yanp melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Peninsip Syariah yang dalam kegatannya
tidak membenkan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 butirl3:

Prinsip Syaniah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual
beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (jjirah), atau
dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari
pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina).

Pasal 1 butir 20:

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dalam
Undang-undang yang berlaku,
Pasal 6:

Usaha Bank Umum meliputi:

a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;

b. Memben kredit;

Menerbitkan surat pengakuan hutang,

Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

o o
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1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat yang dimaksud;

2. surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya vame masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;

surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
mstrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan |
(satu) tahun;

€. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminja, dana dari, atau meminjamkan dana
kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi mauoun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g Menenmma pembayaran atas tagihan surat berharsa dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;

i.  Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;

J.  Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali
armanat;

I.  Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Perinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29 ayat (1);
Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pasal 29 ayat (2):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan waijib
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perinsip kehati-hatian.

3. kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia:

5. Obligasi;

6,

T3
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Pasal 30 ayat (1):
Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 30 ayat (2):

Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi
pemeriksaan buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran
dan segala keterangan, dokumen dan penjelasan vang dilaporkan oleh bank
yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (3);
Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31:
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 34 ayat (1):
Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan
labaatau rugi tahunan seria penjelasannya, serta laporan berkala lainnya,
dalam waktu dan bentuk ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35:
Bank wajib mengumumkan neraca, dan perhitungan laba atau rugi dalam
waktu, dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 1 butir 5:
Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan yang berlaku.
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Pasal 1 butir &
Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dan mengikat setiap orang dan atau badan dan dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (1):
Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2):
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dan campur

tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 4 ayat (3):
Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang im.

Pasal 7:
Tujuan Bank Indoncsia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilas
Tupiah.

Pasal &:
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia

mempunyai tugas sehaga benkut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
b. Mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah

c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 9 ayat (1):
Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk camput tangan terhadap

pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9 ayat (2):
Bank Indonesia wajib menolak dan/atan mengabaikan segala bentuk campur

tangan dan pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

Pasal 27:
Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung,
Pasal 28 avat (1):
Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan,
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 29 ayat (1)
Bank Indonesia melakukan pengwasan terhadap bank, baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan.
Pasal 29 ayat (3);
Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memberikan kepada pemeriksa:
a.  Keterangan dan data yang diminta
b. Kesemapatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana
fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
c.  Hal-hal lain yang diperiukan
. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang
Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April
1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB1/2000 tentang Bank Umum.

. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang
Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum,

. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/6/PDG/2001 tentang
Perubahan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000
tentang Pelaksanaan Pengwasan Bank Umum.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan tingkat kesehatan,
membina, mengatur dan mengawasi bank umum, dimana adanya kerjasama antara
pihak dari Bank Indonesia dengan bank umum. Bank umum wajib untuk
memelihara tingkat keschatannya sendiri, dan Bank Indonesia akan menilai dan
menetapkan sejauhmana tingkat kesehatan bank tersebut. Bank Indonesia dapat
mendelegasikan pemeriksaan bank umum kepada akuntan publik.
Bank Indonesia mempunyai peranan untuk menjaga bank umum tetap dalam
kondisi sehat dalam bentuk meminta laporan bulanan . neraca dan perhitungan
Rugi/Laba, Batas Maksimum Pemberian Kredit, peranan tersebut dilakukan oleh
Bank Indonesia untuk melakukan pekerjaan dalam memeriksa dan mengawasi
bank umum yang bersangkutan. Para staf pengawas bank dalam pelaksanaan
tugasnya letap mempunyai kompetensi dan integritas, maka para staf’ pengawas
bank periu dilandasi dengan etika profesi.

Saran.

Dibutuhkan kerjasama yang baik dan harmonis antara Bank Indonesia sebagai
pengawas dengan bank umum. Bank Umum sebaiknya memberikan laporan
kegiatan secara objektif yang akan diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai
dengan kenyataan yang ada dalam bank tersebut Hendaknya sumber daya
menusia dalam bidang akuntansi ditingkatkan kualitasnya sehingga Bank
Indonesia tidak perlu mendelegasikan ke akuntan publik.
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2. Bank Indonesia schaiknya dalam melakukan tugasnva vaitu memeriksa dan
mengawasi bank umum mampu melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan sebaiknya para pengawas bank
meningkatkan sumber daya manusianya. Bank Indonesia menetapkan peraturan
ketentuan-ketentuan hukum, peningkatan kualitas pengawasan, penyempurnaan
sistem pengawasan, dan peningkatan ketrampilan petugas pengawas bank agar
lebih memadahi.
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- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang
Tata Cara Penilaian Tingkat Keschatan Bank Umum.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April
1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

3. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang
Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.

4. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/6/PDG/2001 tentang
Perubahan Peraturan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/
PDG/2000 temang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.

5. Contoh Perhitungan Tingkat Keschatan Bank Umum.
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SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Tatacara Penilajan Tingkat Kesehatan Bank Umum

e ot 0 i i o e i - o

/.~ Kesehatan Bank Umum (terlampir). Dengan ditetapkannya Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia tersebut, maka tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank
Umum yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP masing-
masing tanggal 29 Mei 1993 mulai penilaian bulan April 1997 digantikan dengan
tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia tersebut di atas.

Adapun pn.knk-pnkek perbedaan antara tatacara penilaian tingkat kesehatan
Bank Umum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
tersebut di atas dengan ketentuan yang lama adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan
Berdasarkan ketentan yang berlaku Bank-bank diwajibkan untuk memelihara .
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8. #

i

Qi_ﬁﬂl%

A
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Lanjutan SE No. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997

Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yane kurang dari 8%
dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan
nilai kredit 65. Perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29° Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva
Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, mulai
akhir Desember 1996 perhitungan besarnya modal inti Bank Umum dalam
penilaian tingkat kesehatan faktor permodalan akan dikurangi dengan
kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk

* (PPAPWD) 'terﬁadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang

telah dibentuk,

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah
Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru digantikan

dengan komponen' jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAPWD,

. Faktor Manajemen

Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama didasarkan pada
penilaian terhadap 250 aspek yang terkait dengan manajemen permodalan,
kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang
didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada manajemen
umum dan manajemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank.
Khusus untuk Bank Umum bukan Devisa penilaian manajemen didasarkan atas
85 aspek, mengingat 15 aspek lainnya berkaitan erat dengan kegiatan usaha
Bank Umum Devisa,

o 4. Faktor %

A
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...__..____...._._._....,__...,.__-.._.._._..__,......_-..._._-...._-....._-.._.__ ---------------

4. Faktor Likuiditas
Peﬁguh’uran rasio kredit lerhadap dana yang diterima sebagai salah sz
komponén dalam faktor likuiditas yang semula dinilaj tidak sehat dengar, nilz:
kredit 0 untuk rasio 110% arau lebih dan sehat dengan nilai kredit 100 vaae
rasio kurang dari 110%, dalam penilaian yang baruy pengukurannya dilainkz-
- Secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya,

5. Pelaksanaan lcé.tentu:m'ynng mempengaruhi penﬁ!aian tingkat keseharen
Sesuai dengan Surat Kepunusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DI=
tanggal 4 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiz N,
29/192/KEP/DIR langgal 26 Marer 1997, pemenuhan ketentuan Kredit Usahz
Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) tidak lagi dikaitkan dengan penilzizr
tingkat kesehatan bank. Sehubunegan dengan i dalam Ketentuan tingks:
kesehatan bank yang baru pemenuhan terhadap kedua ketenmzp lersabus
dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan Bank,

Dengan dikeluarkannya Surar Edaran ini maka Surat Edaran Nomp:
26/5/BPPP tangoal 29 Mej 1993 perihal Talacara Penilaian Tingkat Kesehzizn

ot Bank Umum, dicabut dan dinyatakan (idak berlaku lagi.

Demikian 2gar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN %
PERBANKAN

Sukartban

Kepala Urusan

UPPB.-
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BANK INDONESIA

DIREKS]I

No. 30/ 11/KEP/DIR .. '

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATACARA PENILATAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang + a. bahwa kesehatan suatu bank merupzkan kepentingan semua pihak
yang terkait, baik pemilik dan pengelola bznk, mesyzrakat
pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan

pengawas bank;

b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang
keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang
cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan
dengan kesehatan bank, termasuk pula kesehatan Bank Umum;

c. bahwa oleh karena im dipandang perlu untuk menyempurnakan
tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dalam Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2865); “

2. Undang-undang ﬁf

A
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BANK INDONESIA

' 2 Undang—undang Nomor 7 Tahun 1592 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomer 31 » Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 3472):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bznlk:
Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 35 Dé];
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentane Bank

Btrdasarkan-Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Nebara Tahun 1992
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);

MEMUTUSKAN

Menetgpkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGEAT

KESEHATAN BANK UMUM.,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan inj yang dimaksud dengan Bank adalah Bant
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Normor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

: '
Pasal 2. C;&E‘? I
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(1)

(2)

(3)

Halaman

Pasal 2

Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai denga
‘pendekatan kualitatif atas berbagai aspek vang berpensary
terhadap kondisi dan perkembangan suaru Bank. -

Pendekatan Il.:ua]ir.aﬁf sebagaimana dimaksud dalam ayat {1
dilakukan dengan penilaian te rhadap fakror-fakior permodalan
kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas da;
likuiditas,

Setiap fakior yang dinilai sebagaimzna dimaksud dalam ayal

(2), terdiri atas beberapa komponen sebasaimana dimaksud
dalam Lampiran 1 Surat Kepurusan inj,

Pasa] 3

Pelaksanaan penilaiantingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) pada 1ahap pertama dilakukan dengan

mengkuantifikasi komponen dari masing-masing fzktor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

(1)

Pasal 4

Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 2
dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh
terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran |
Surat Keputusan ini.

(2) Fenilzian . %
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DIREKSI Halyman 4
- BANK INDONESIA ;

(2)  Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kradit
* (reward system) yang dinyatakan dalam nilzi kredit 0 Sampaj
dengan 100.

(3)  Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilsi kredit sebagaimana
dimaksud dalam'ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai
kredit atas peiaksaﬁaan ketentuan-keientuan yang sznksinya
dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

(1)  Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagzimanz
dimaksud dalam Pasal 3 dan‘Pasal 4 dinilai lebih lanjui
dengan niemperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang
secara materiill berpengaruh terhadap kondisi dan
perkembangan masing-masing faktor.

(2)  Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai
berikut :

4. Sehat;

b. Cukup Sehat;
c. Kurang Sehart;
d. Tidak Sehat.

4 Pasal 6

Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau
Kkurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

a. parselisihan %
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DIREKS! i E = Halaman ...
BANK INDONESIA '

i.a, perselisihanintern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan
_ dalam-Bank-yang bersangkutan; -

b, campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan
(manajemén) Bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak
wajar yang mengékébarkan salah samu atau beberapa:kantornya
berdiri sendiri: . '

c. "window dressing” dalam pembukuan dan atzu laporan Bank
yang secara mmateriil d'apal berpengaruh terhadap keadaan
keuangan Bank sehingga 'mengakibatkan penilaian yang keliru
terhadap Bank; -

d. praktek “bank dalam bank" atau melakikan usaha bank di luar
pembukuan Bank;

e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara
atau, pengunduran diri dari keikutsertaan dalan kliring; atau

f. praktek perbankan lain yang dapat mcmbahayakan kelangsungan
usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.

BAB II
PELAKSANAAN FENILAIAN

Faktor Permaodalan

Pasal 7

(1)  Penilaian tcrhﬁdap faktor permodalan didasarkan pada rasio
modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
sebagaimana diarur dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 26/1/BPPP perihal Kewajiban Penyediaan
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DIREKS] : Halaman .°
BANK INDONESIA :

Modal Minimum Bank Bagi Bank Umum masing-masine
tanggal 29 Mej 1953,

(2)  Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai
_ berikut ; '

a. pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat”
dengan nilai kredit 81, dan unmuk setiap kenaikan 0,1%
dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah
1 hingga maksimum 100:

b. pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9%

. diberi predikat "Kurang Sehat™ dengan nilai kredit 65 dan
untuk setiap perurunan 0,1% dari pemenuhan KP}
sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

" (3) Pemenuhan KPMM sebesar8 % sebagaimana diinaksud dalam
ayat (2) bagi bank devisa pada waktunya akan ditingkatkan
sesuail dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/KEF/DIR dan Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 28/4/UPPE masing-masing
tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum
Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Pasal §

(1)  Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
didasarkan pada 2 (dua) rasio yait :
a. rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap
% Aktiva Produktif; h
b. rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang

ihennile ﬂ( ﬁ



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DIR.EI{SI J - x Halaman .
BANK INDONESIA ’

; 1 dibenruk oieh Bank terhadap Penyisihan Penshapusan Akiiva
Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

(2) Ak.tiva Produkiif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta
Pﬁn‘yisihzn Pengnap'ruﬁan Aktiva Produktif yang wajib dibenmk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva
Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif masing-masing tertanggal 29 ‘Mei 1993,
sebagaimana telah diubah dengan Surai Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPF tentang Penyempurnaan

| Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produkiif
masing-masing tanggal 29 Maret 1994,

(3)  Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasiken terhadap Aktiva
Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan unmk setiap
penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1
dengan maksimum 100,

(4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang
dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif yang wajib dibentwk oleh Bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai
kredit O dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari O nilai
kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
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DIREKSI
BANK INDONESIA

N kG

% (2)

OGRS -

(4)

“(1)

Halaman

Faktor Manzjemen

Pasal 9

‘Penilaian tr;rhadap fakisr manajemen mencakup 2 (dua)

kompone: yaitu manajemen umum dan manajemen risiko,
dengan menggunakan daftar . perianyaan/pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Kepuiusan

imi.

Jumlah pertanyaan/pernyataan ditetazkan sebagai berikur
a. -bagi baik devisa sebanyak 100; |
b. bagi bank bukan bank devisa sebanyak 85. ¢

Setiap pertanyaan/pernyataan mempunyai nilaj kredit sebagai
berikut :

- a. bagi bank devisa sebesar 0,25; 1

b. bagi bank bukan bank devisa sebesar 0,294 (

Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/pemnyataan ditetapkan
antara O sampai dengan 4 dengan kriteria :

a. nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah;

b. nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;

c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

Faktor Rera_tahilitas
Pasal 10

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua)

rasio yaiw :
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n DIREZKSI . o Halaman
BANK INDOMESIA . .

a. rasio Laba Sebelum Pajak- dalam 12 bulan terakhj:
. "terhaddp Rata-rata Volume Usaha dalam pericde yang
sama; '
b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadag
. Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.

(2)  Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap
Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0%
atau negatf diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan
0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditembah 1 dengan
maksimum 100,

(3)  Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap
Pendapatan - Operasicnal  dalam - periode yang sams:
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100%
atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan
sebesar 0,08 % nil.ai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua)
rasio yaitu :
a. rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva
Lancar, dalam rupiah;
b. rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank,
dalam rupiah dan valuta asing,

(2) Aktiva @gf‘
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DIREKS]I : - _ Halaman 2
BANK INDONESIA : -

(2)  Axtiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, SE:I:_{iﬁkEE Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Bernarga Pasar Uang (SBPU) vang
telah diendos oleh bznk lain.

(3) Danz Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b melipati

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia;

b. Giro, deposito dan tabungan masyarakat;

¢. Pinjaman bukan dari bank yang herjangka waktu lebih darj
3 bujan dan tidak termasuk piniaman subordinasi;
Neposito dan pinjaman dari bank lain vang berjangka

F‘:.

wakru lebih dari 3 bulan;

e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank vang herjangka
walktu lebih dari 3 pulzn;

f. Moda! inti; dan

Modal pinjaman.

Ua

(4) Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar lﬂﬂ%{
atau lebih diberi nilai kredit O dan untuk setiap penurunan 1 %
mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum
100,

(5) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank
sebaga{mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115 %
: atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1 %
mulai dari rasic 115% nilai kredit ditambah 4 dengan

maksimum 100.

Pelaksanaan .. é‘
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3)

@)

*(3)

Halaman .1

Pelaksanaan Ketentuan Lain
Pasal 12
Sesuvai dengan Pasal 4 ayat (3), pelaksanaan keientuan yang

sanksinya dikaitkah dengan penilzian tingkat kesehatan Sanik

meliputl ;

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Batzs Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK);
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Davisa Nato (PDN),

o=

Pelanggaran terhadap ‘xetentuan BMPK s=bagairmais
dimaksud dalam ayat (1) huruf 2 dihitung berdasarkzn jumiah

. kumulatif pelanggaran ‘BMPK kepada debiur individual,

debitir kelompok dan pihak terkait dengan Bank, erhedap
modal Bank.

elanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi rilai
kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitmnezn :
a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 3;
dan
b. untuk setiap 1% peianggaran BMPK nilai kredit cikurzagi
lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dihitung atas dasar jumlah kumulztif
pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung ztas
dasar laporan mingguan yang memuat rtata-rata hari dalzm
seminggu, baik secara total maupun secara adminiscratif.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam zyat (4)
mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehzian

dengan ..b
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DIREKS] . T e ' Halaman L
BANK INDONESIA ;

dengan perhitungan untuk setiap 1% pelanggaran PDN nijai
+Jeredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 5.

BAB IiI
HASIL PENILAIAN
: Niiali Kredit & Predikat Tingkat Kesehatan,
Pasal 13

(1)  Avas,dasaf nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sarapzi dengan Pasal 1]
diperoleh nilai kiedii suzungan. .

(2)  Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dajam ayat (1)
setelah dikurangi denean nijai kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan,

(3)  Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat
kesehatan bank sebagai berikut :

a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat,

b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi
5 predikat Cukup Sehat,

c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi

predikat Kurang Sehat,
d. nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diber predikat
3 Tidak Sehat,

-
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Halaman ;

BAB IV
9y PENUTUP
Pasal 14

Felaksanaan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana

.diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaian bular April

1997.

Tasal 15

Dengan berlakunya Surat Keputusan inl maka keientuan-relentuan
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tatacara Penilaian

‘Tingkat Kesehatan Bank dinyatakan tdak berlaku.

Pasal 16
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 1997

/  DIREKSI
A BANK INDONESIA

G - e

————e
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Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/.11 /KEP/DIR tangsal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Fﬂk;:m*yang dinilai | Komponen y Bﬂhni—| _

1.” Permodalan Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 23%
menurut risiko

2,  Kualitas - ' 30% |[

Aktiva
" Produktif a.. ‘Rasio.  aktiva ?mdukhf ang 25%
diklasifi kas:kan erhadap ER"’h va
i produktif

b. Rasm ﬂymhan penghapusan 5%
ktiva produktif yang dibentuk
t:.rhadap penyisihan penghapusan

; P aktiva ~ produktif yang wajib

= * dibentuk
¥ Manajemen ! ' 25%
~ Manajemen Umum 10%
b. Manajemen Risiko 15%

: |
4. Rentabilitas | 10%
: a, Rasio laba terhadap rata-rata 5%
volume usaha

b. Rasio biaya operasional terhadap 5%

pendapatan operasional

5.  Likuiditas , ' 10%

a. Rasio kewajiban bersih Call 5%
oney tcrhadap aktiva lancar
dalam’ rupiah

% b. Rasio kredit terhadap dana yang 5%
diterima oleh bank dalam ripiah "

dan valuta asing
— : = ————— — W
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Lampiran 2 SK DIR BI Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN
“I. MANAJEMEN UMUM
A. STRATEGI / SASARAN

1. Bank mempunyai strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman umum yang
memadai dalam mencapai misi/sasaran umum.

2. Bank mempunyai rencana jangka panjang 5 tahunan (corporate plan) yvang jelas,
dan sekurang-kurangnya mencakup bidang permodalan, penghimpunan dana,
penyaluran dana, pemberian jasa lain, pengembangan produk perbankan,
pf.-rlua.iaan janingan kantor, dan pengembangan SDM.

Dalam menetapkan rencana kerja tahunan manajemen bank ielzh mempsrhatikan
kemampuan intern dan faktor ekstern yang mernpengaruhi usaha -hank.

(V3]

4. Impiementasi kegiatan bank selama 1 1zhun mengacy pada rencana kerja.

5. Bank senantiasa memantau perkembangan pasar untuk menetapkan  atau
menyesuaikan kebijakan dalam rangka memanfaatkan psluang.

B.STRUKTUR

6. Bagan organisasi mencerminkan seluruh kegiatan bank, susunan kepengurusan”
secara berjenjang beserta fungsi-fungsinya.

(i Pelaksanaan tugas dan pekerjaan didasarkan pada uraian tugas pekerjaan (job
description) yang tertulis secara spesifik dan jelas.

8. Posisi-posisi strategis dijabat oleh orang-orang yane memiliki kualifikasi dengan
persyaratan jabatan (job requirement) yane memadai.
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Bank memiliki sistem pendelegasian wewenang yang jelas untuk masing-masing
tingkatan manajemennya yang lercermin pada kegiatan operasionalnya.
| . . II ; H

10.  Koordinasi dan rentang kendali pada satuan kerja mencerminkan keadaan yang
wajar. A : - :

SISTEM

11.  Ketiatan operasional kas dan pengaturan likuiditas dilaksanakan sesuai dengan
sistem dan prosedur termulis. .

12.  Kegiatan operasional pengumpulan dana (termasuk penerbitan surat-surat
berharga, pinjaman luar negeri dan lain lain) telah dilaksanakan sesuai dengan
sistern dan prosedur t=rmulis.

13. Kegiatan operasional dari penanaman dana (seperti kiedit, surat-surat berharga,
forex dan ian: lzin) teiah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.

14, Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan 'zporan keuangan disus 3
tepat wakru serta sesuai dengan standar akuntansi kevangan yang berlaku.

15.- Kegiatan operasional pemasaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang
berlaku dan mengikuti sistem dan prosedur yang tertulis serta tanggap terhadap
perubahan faktor-faktor kompetisi dan inovasi baru di pasar.

16.  Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank memiliki sistim informasi
manajemen yang dapat menunjang pengambilan keputusan secara efisien dan
efektip.

17. Penggunaan TSI (Tehnologi Sistim Informasi) oleh bank minimal telah memuat

15,

19.

aspek pengamanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Kegiatan operasional transaksi derivatif dilaksanakan sesuai dengan sisiem dan

prosedur yang tertulis.®)

Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai denean yane ditetapkan dalam
SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).

=
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_ SUMBER DAYA MANUSIA & °

20. Fee base income telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan

' memperhatikan faktor risiko.

21.  Penerimaan pegawai dilakukan secara obyektif dan terbuka sesuai dengan sistam
dan prosedur yang beriaku.

22,  Sistem pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan pengembangan pegaviai
secara memadai.

23.  Penilaian klincrja pegawai didasarkan pada sistim penilaian yang obyektil dan
terbuka. :

24, Bank memiliki jenjang karir yang jelas dar pelaksanaan promosi dilakukean atas
dasar sistem yang obyektif dan terbuka.

25.  Penggajian pegawai didasarkan pada sistem vane ohyektif daniterbuka.
KEPEMIMPINAN

26.  Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pihak
manajemen secara independen. s

27.  Manajemen bank memiliki itikad (spirit) untuk mentaati ketentuan yang berlaku
tanpa rekayasa.

28. Pifnpinan bank pada umumnya memiliki ketrampilan dan menguasai bidang fugas
~ yang dikelolanya.

29.  Pimpinan bank pada umumnya memiliki kemampuan manajerial (managerial
skill).

30.  Pimpinan bank menyajikan perkembangan dan kondisi bank secara transparan
kepada otoritas pengawas (Bank Indonesia).
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Praktnkpcngambi]an kepurusan dari pimpinan berjalan secara efelaif dan efisien.

Pimpinan_bank berupaya ‘mengesah kemampuan diri (continuaily learn) agar
mampu memenuhi unman atas kemampuan dir1 yang semakin meningkat.

Pimpinah bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi seria
scnantiasa melakukan langkah-langkah ‘perbaikan yang diperlukan. :

Manajemszn senantiasa menerapkan kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan keterbukaan dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan

‘masyarakat.

Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris termasuk Dewan Audit terhadap

manajemen bank.

. BUDAYA KERJA

39.

40.

Komunikasi antara pimpinan dengan bawahan berjalan secara efekrif.

Direksi dan karyawan senantiasa disiplin dan memiliki komitmen dalam

melaksanakan pekerjaan.

Sarana kerja (physical working environment) mendukung terciptanya suasana

kerja yang sehat.

Kekompakan antar karyawan (esprit de corps) mendorong terciptanya prestasi
kerja yang baik,

Loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang cukup tinggi dalam rangka
mendorong produktivitas kerja.

&
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II. MANAJEMEN RISIKO
A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

41.  Bank telah mengantisipasi kemUngkinan terjadinya “mismatch” zntara cumber dan
penanaman dana,’

42.  Sumber pendanaan bank tidak tergantung kepada dana yang labii, seperti dzna
antar bank.

43.  Bank dalam mengelola dan mengendalikan likuiditas tidak meneorbankan
rentabilitas.

44.  DBank memoniter seluruh fasilitas nasabah yang belum ditarik dalam rangka
memelihara kecukupan penvediaan dana.

45.  Banl melakukan pemantavan dan pencasiztan tagihan dan xewajioan yang jatuh
tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.

46.  Bank melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap selurun kewajiban kontinjen
secara akurat.

47,  Bank melakukan pemantauan terhadap perbedaan tingkat suku bungs penanaman
dan pendanaan.

48.  Bank memperhitungkan kesesuaian jangka wakw antara sumber dana dengan
penanamannya.
49.  Bank memelihara secondary reserve dengan mengutamakan pada suraf-surat

berharga yang mudah diperjualbelikan guna menjamin kebutuhan likuiditasnya.

50. Penjualan aset bank dengan cara sekuritisasi atau penjualan aset secara repo
dilakukan dan dicatat sesuai ketentuan.

|:|'I.

. 4
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B. RISIKO PASAR (MARKET RISK)

51 Bank.sekurang-kurangnya setiap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku
bunga pasar dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit,

52, - Bank mn:lakukan evaluasi secara berkala terhadan kualitas norufolm aktiva
produktifnya, ' :

53, “—Zank secara berkala mengevaluasi perkembangan harga pasar surat berharvd dan
melakukan "mark 10 market" terhadap posisinya.®)

54..  Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap posisi aktiva / pasiva valuta
asingnya dengan kurs yang terakhir (mark to market).*)

55.% Bink melakukan "hedging" serhadap posisi valas berjangka yang terbuka.®)

56.% Bank melakukan penileian secara berkala dengan kurs yang terakhir (mark 1o
market) terhadsp posisi valas berjangka yang terbuka, termasuk trensaksi
derivatif. ®)

57.  Bank meiakukan review secara berkala terhadap produk yang ditawarksn dan
sebelum produk baru ditawarkan telah dilakukan pengkajian secara matang.

C. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

28.  Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap
proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilzkukan.

59.  Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan
kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.

60.  Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai

prosedur yang telah ditetapkan.

61,  Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan KPB
(Kebijaksanaan Perkreditan Bank).

¢ | | . 4 h
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a62. Bank dalam membeli surat berharza melalkukan penilaian terhadap kf:man"m.an
penerbit atau mtmp:rhankan rating dari SSB tersebut.

65.  Bank menetapkan batasan {]upu] yang jelas Sr:Iuruh fasilitas termasuk valuia asing
untuk setiap debitur: :

64.  Bank méminta jaminan yang cukup dalam melakukan transaksi valas berjanaka
termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit). %)

65.  Bank melakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi,
' stand by L/C termasuk aval dan endosment.

. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

66. Dank memiliki satuan-satuan kerja yang mengelola perkraditan sebagaimena
ditetapkan dalam KI'B.

67.  Proses persemjuan kredit dilaksanakan sesuai dengan sistemn dan prosedur yang
telah ditetapkan dalam KFE.

68.  Dalam pemberian kreditnya bank memperhitungkan penyebaran/alokasi atas dasar
kegiatan usaha tertentu.

69.  Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan- pﬂnwhapusan piutang
berdasarkan prinsip kehati-hatian.

70.  Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat sesuai wewenang yang telah
ditetapkan.

*71.  Bank melakukan pemantauan terhadap eksposure individual debitur unmuk
menghindari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.

72, Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan unuk pemberian fasilitas
kepada pemilik/pengurus bank.

73.  Penghapusbukuan kredit macet dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam

KPB.
o , &
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74, Dalam pemberian fasilitas L/C serta akseptasi Wesel Impor dilakukan analisa
terhadap kemampuan nasabah dan persetujuan diberikan oleh pejabat yang
berwenang. *)

13, Transaksi valas dilakukan bleh dealsr yd4ig menguasal bidang rtugasnva

(p r_ufffgional}. ™

76 .I' 'Bunk m*.akzznakan penyelesaian transaksi valas {settlemﬁm} sesuai deitzan vang
‘telah disepakati, akurat dan tepat wakm. ¥)

77.4 Bank memiliki sarana dan sumber informasi yang memadai untuk melaksanakan
transaksi valas dan money market.*)

“78%  Dalam melakukan transaksi valas terdapzt pemisahan tugas dan wcwenang yanz
]:Ias antara kegiatan transaksi dan kegjatar, pencatatan, ®)

?‘J.f Dalam melakukan transaksi valas bank memiiiki batasan (limit), yang mencakup
batzsan jum!ash dan nilai gari :
- masing-masing transaksi (transaction iimir);
- masing-masing dealer (dealer limit):
- inasing-masing counterparty (counterparty limit);
serta batasan-batasan lain yang berlaku umum dalam transaksi valas.*)

80.0 Transaksi derivatif dilaksanakan oleh petugas yang menguasai hidang tugasnya
+ (profesional) dan sesuai prosedur yang berlaku.*)

Bl." Terdapat laporan harian transaksi valas dan derivatif yang disampaikan kepada
pimpinan secara akurat dan tepat waktu. *)

82{" SKAI (Sawan Kerja Audit Intern) bank melaksanakan audit secara berkala
terhadap transaksi valas termasuk transaksi derivatif. )

83.  Dewan Audit telah berfungsi sesuai dengan SPFAIB.

84.  Sawan Kerja Audit Intern memiliki auditor intern yang menguasai bidang
tugasnya dan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SPFAIB.

£
p
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85.

86.

gr

8g.

&9.

90.

Satuan Kerja Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan audit s=suaj

dengan SPFAIB.

Pimpinan bdnk senantiasa mc!al::ukan tindak- 'EI'JJLJT. (follow-up) secara efelqif

terhadap remuan audit yang dnar:unan

Dewan Audit dan SKAI mempunyai komunikasi yang baik dalam melalulan
tugasnya, )

Hank .memiliki komite yang mengkoordinasikan funesi kompuierisasi bank

(steering commitiee TSI) yang secara strategis menangani aspek penyelensgaraan
TSI bank secara menyeluruh, tr.xmasuk pemantauan dan penilaizn terhadan Kinerja
operasionalnya.

* Bank'memiliki rencana penanzgulangan yang teruli urtuk mengatasi gangguan

atau bencana lain yang dapat mempengaruhi kelangsuizan operasionai TSI bank
(IDisaster Recovery Plan).

Bank memiliki furigsi J2udit Intern TSI yang cecara erektif dapat me, :astikan
memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan TSI bank.

RISIKO HUKUM (LEGAL RISK) -

1.

04,

Bank memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan tidak
melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Bank (elah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan
per_ianjlan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yane
memadai bagi bank. -

Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan
pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan

yang memadai bagi bank.

Bank mempunyai mekanisme kontrol untuk memastikan keabsahan setiap surat
berharga dan dokumen berharga lainnya yang ada pada bank serta cara
penyimpanan yang aman.

| _ p
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Bank selalu melakukan konfirmasi atas transaksi - transaksi dalam jumiah besar

Bl 98,
sebagai deteksi dini dalam menjaring transaksi fikuif.

]

F. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (CWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

96.  Pengelolaan opetasional bank tidak tereantung pada seorang pEnZUTUS (ETiemil.

27, Peagurus bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak rielakukan hal-ha
yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya.

- 58.  Direksi’ dan manajemen -senior mengerti secara jelas jenis-jenis risixo yans
' melekat dalam kegiatan usaha bank yang dipimpinnya,

99.  Pemilik bank memiliki komitmen yang kuat unuk mengembangkan banknys® .,

100. Pemilik mayoritas menyerahkan péeneclolaan banknya kepada manajemen yang
] PElig P g yans

profesional.

*) Tidak ditanyakan pada bank non devisa.
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PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Suamar © 306 DGO
TENTAMNG

PERUBAHAN
PERATLRAN DEWAN GUBERMNLR BANK INDONESIA
NOMOR 2Z17PDGRO00 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2000
TENTANG PELAKRKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM

DEWANGUBERNUR BAansK INDOMNESIA,

Menpimbang ! . banwa dalam rongka pepgawasan bank umum, telah
diwajibkan kepada pengavwas dan pemeriksa bank untuk
mapgeunakan  buku pedoman pongawasan  dan
pemenksaan;

6. baiwa  untuk  lebith  memsantapkan pelaksanaan
pengzawasan bank umum secan efisien moka Kepada
peaguwas dan pegmenksa bans petly memaniantkan
pengzunaan  sistiem  mformasi mangyemen - sekior
perpankan bank indonesia (SIN-SPBI) secara moksimal:

(|

bahwa schubunzan denean i dipandang perlu unwik
menvempumakan  peacman  pelahsanuan pongawasan
bask umwum daiasy Peraturne Dewan Guobenue Bank
Indonesia; =

Mengimaat Co 1 Undangaunging Noo 23 Tohen 1999 entang Bank
ndonesia (Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843);

fad

Undime- mdime N 7 Taluan 1922 iontang
Perbankan (Lembarm Nema Talue 1992 Mowar 3.
oyl Lemuican iSear Somay 34072) :iu|‘.|;l:__::lil1l.'ll1.'.l
telsh dinbab demian Pabaegaundang Xao 10 Falian 7995
Hembaran Newira Talwn 1995 Nomor G4, Tambaban

Lo PRCLLHER SN S

Memperhatkan (. 'i“f; -
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BEANAN GUBERNLR
Ak DDONESLY

Menerapkan

aRATan
| - e o oy de - T e e Tanmitm s iyste.
r‘.|...~.;.‘.'-;_-= LI'I.'.‘H:'."' 'rr:'.\n.'.". At e ey N
medom: e fphealyineling ialy  Bisels Misrprirrs s 5
PROLITIN };'lr]_‘ i Eira I e et T s LE LRI E S L

B g H:{_:JL'.F'.'.".S':::I.'.".

M EAMU THE S AN

PERATLRAN DEMWAN LGLBERNMR BAaNK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
PEMYWAN CUEERNUGR BasRTINPDONESIA NOMOR
PRGNS TasGGAL 15 SeEPTEMBER 2004
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK
LIMEMN.

Pasal |
Senpuban bBeberapn Sotontusn dalame Pecziumen: Dewen
Guhernur Bank Indonesia Noemer 2 17PRG 2090 ianggat
|3 September 2000 ieniang Pelaksanaan Peazavwozzn Bank

Ui sebazan bopikul

| Netentuan Pasal 5o dinbah sehingea Poaai 5 solurihnya

;'.1;:;‘.};1|.i| o g T R <50 LS s R B R

rPaenl 3

L Pelakaanian Pepaasiisan Bank sebasaimnna
dimaksud dotam Pasal 2 wugth berpedoman
paddy,  Plukr  Pedomon.  Poggosasagn . dan
Pemertisann Bank Umen:

T | pyzsin tulak (R FLR BT RTREEH Kt
sebavamanny . dimaksud  dalen avat (1
pulaksanm penspwasine Bara jusi dilakusimn
e e cunmakan SIM-SETET

20 Reteatumn Pasad 3 diabale sehinew Pasal 3 selurulms
AL
- }

Pasal 5 ..

Frcnr il berbamss sebirsiy berikul
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DEWAN GUBERNUR > ¥ e Bakioian .
BANK INDONESIA .

“Pisal 5

(1} Buku Pedoman Psngawasan dan Pemeriksaan
Bank Umum sebagaimana cimaksud dalam
Pasal 3 avat (1) ditetzpken dalzm Surat Edaran
Bank Indonesia;

£33 Padoman pengoperasian SIM-SPEI
sebagaimana dimaksud dalam fasal 3 avat (2)
ditetapkan dalam Surzt Edaran interm Bank
Indonesia.”

Pasal [l

Dengan dikelvarkannya Peraturan Dewan Gubemur ini.
seluruh ketentuan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Bank
Umum sebagaimana uiatur aalam Peramuran Dewar
Gubernur No. 2/17/PDG/2000 tangeal 13 September 2000
disesuaikan dengan Ketentuan dalam  Peraturen Dewan
Guubernur ini.

Pasal 111

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlzku sejak tanzgal
ditetapkan,

Diteapkan di . Jakana

Pada tangeal (3 Agnsm.zu:]:rl’l

GUBERNUR BﬁTNK INDONESIA ‘

— re g
v
s

.’_...-"'-.-.-—--.-_._
AHRIL SABIRIN |

BerNp
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DEWAN GUEFERNUR

Menimbang

Mengingat

X T RS T Ty
B’(fﬁﬁﬁ*ﬁm BN AT AR AN

Hn._:?/éf/ﬂﬂ 5/.2&[*;" iavse. O30~ 200/

AT 1 A S BT
PERATLU li‘.IN DEWAN GUBERN iﬁ{- H—Iﬂm& :

TIDAK

ERLAKU LAl BIRDASAREAN .8

— e

NOMOR : 2/ 17 /PDG/2000

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMDM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk dapat menciprakan konczisi perbankan
Indonesia yang schat perly dilakzkan penzawasan beak
secara individual vang barkesirambungan;

bahwa untuk lebih  memantapkan pelaksanaan
pengawasan  bank umum perlt adanva  kesamaan
pandang dan keterpaduan diantara pengawas dan
pemenksa bank serta aturan vang tep2s con jelas daiam
bentwk Buku Pedetnan Pengawasan cdza Pemeriksazn
Bank Umum;

bahwa berhubung dengan i dipandanz periu unmk
menetapkan ketentuan tentang pelaksanazs pengawasan
bank umum dalam Peraturan Dewan Gubemur Bank
Ipdonesta;

. Undang-undang Momer 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

Lidanp-undang oo f Clatiigg  ARME Dehees
Perbankan (Lembaran Negerz Tahun 1982 Nomor 31,
Tambahan Lembiran Negare ivomor 3272) sebagaim

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Tahun (998 Nomer G,

Tambahan Lembaran Negary Nomor 3608):

Memperhatikan ... f

)

A
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DEWAN GUBERNUR ' Hilisan:,
BANE [NDONESIA

Memperhatikan | Prinsip-prinsip 1 okok pengawasan bank  berdasarkan
pedoman vang dikeluarkan oleh Basle Committee on
Banking Supervision,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DEWAN  GUBERNUR BANK
INDONESIA TINTANG PELAKSANAAN
PENGAWASAN BANK UMUM,

*asal |

Dialam Peraturan Dewan Gubemnur Bank Indonesia ini yang dimeksud dengan :

I Hant adalaly Sank Umum scbagaimena dimaksud dalam Undang-undang
totnor 7 Takun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing
dan kantor pemwakilan bank asing;

2. Sistemn Infoonasi Manajemen Sekior Perbankan Bank [ndonesia, yang
untuk selanjuinya discbut SIM-SPBI, edaleh sisiim informasi yang
menyajikan data, rasio-rasio, dan grafik kondisi keuangan bank secara
individual;

sl

Buku Pedoman Pengawssan dan Pemeriksaan Bank Umum adalah buku
yang memuzi secara rinci prosedur, mekanisme dan teknik pelaksanaan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank umum.

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengawasan Bank dalam bentuk

a. Pengawasan tdak langsung, berupa pengewesan melalui penelitian,
analisis, dan cvaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank
kepada Bank Indoncsia danfatau datalinformesi Rin ¥ g diperoleh Bank
indonesia;

b. Pengawasan A% _ k
e
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DEWAN GUIERNUR ; Halamat
HANK INDONESTA

0. Pencawasan langsunz, melalui pemeriksazn vang cilzkukan baik secara
berkala maupun setiap wakiuy,

Pasal 3

Pelaksanaan Pengawasan Bank sebagaimana dimeksud czlem Pasal 2 waijib
berpedoman pada BEuku Pedoman Pengawasan dan Pemeriisaan Bank Umum.

Pasal 4

Suku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan bagj reperluan intern Bank
indonesia dalam rangka pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pasal 5

Buku Pedoman Pengawasaa dan Pemeriksaan Bank Umum sshasaimass
dimaksud dalam Pasal 3 dan perubahannya ditetankan dalzry Surat Edaran Bank
Indonesia.

Pasal &

(1) Apabiia dalam keadaan tertentu ternyata hal-hal vane lercantum dalam
Buku Pedoman Pengawasar dan Pemsriksaan Bank Umum scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangar
tersini di bidang perbankan atau terdapat hal-ha! baru vang belum
ditetapkan dalam Buku Pedomen Pengawasan dan Pemeriksaan Bank
Umum, maka Pimpinan Dircktorat terkait dapat menctapkan kebijakan
vang berbeda dengan buku pedoman dimaksud.

(2) Pimpinan Dircktorat sebagaimana dimaksud dalarm ayat (1) ‘wajib
memberitahukan kebijakan yang ditetapkan kepada Direktorat Penclitian
den Pengaiuran Perbunkan dalam rangka penyempurmaan. Buku Peuoman
Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum,

Pasal 7 ':m‘
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Halamar

NEWAN GUHRERNUR
A NK INIEOINESTA "

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan Ban®: vang telah dilakukan dengan menggunakan buku
pedoeman yang ieiah ada sebelum berlakunya Peraturan Dewan Gubernur inj
dianggap 1elah dilakukan sesuai dencan Peraturan Dewan Gubsenur ini.

Pasal 3

Peraturan Dewar Gubemnur ini mulaj berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dhtetapkan @ di Jake;ia

Padatangzal ! 13 September 2000

2.0, GUBERNUR BANK INDONESIA o

=
{

: .
¢/ f gﬂ'ﬁv\ﬂw 8

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIQR

DPNP



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BARK INDGRESEA

DEWAN GURERNUR

EMJIELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
NOMOR - 2037 POG2000

TENTANG
PELAKSANAALY PENGAWASAN BANK UMUM

UMM

Salah salu upaya dalam rangka menciptakan ketahenan sistemn perbankan
adalah pemantapan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Pengawa.an
bank perlu dilakukan secara berkesinambungan baik secara individual maupun
pengawasan indusiri perosnkan itu sendin. Perkernbangan dan kompleksitas
perbankan tersebut juga terus umbuh dan mengalami kemajuan yang pesat
sehingga perlu didukung dengan pola pengawasan yang komprehensif yang
mencakup selunth risiko perbankan yang ada.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya kesamaan
pandang can keterpaduan di antara pelaksana yaitu pengawas dan pemeriksa
bank dengan berlandaskan kepada aturan yang tegas dan jelas berupa pedoman
pengawasan dan pemerksaan bank umum. Namun demikian apabila dalam
keadaar tertentu ternyata hal-hal vang tercantum dalam buky pedoman tersebist
sudah tidak sesuai lagi deasgan perkembangan terkini di bidang perbankan atau
terdapat hal-hal bart yang belum ditetapkan dalam buku pedoman dimaksud
maka pimpinan dircktorat terkait. dapz: menctapkan kebijakan yang burbada
dengan pertimbengan yang benar dan itikad baik berdasarkan data, informas
dan hasil analisis pengawasan yang ada. Kebijakan dan pertimbangan dimaksud
selanjutnya  dapat  dimantaatkan  untuk penyempurnann buku  pedomag
pengawasan dan pemeriksaan bank umum yang senantiasa akan dikinikan.

Disamping itu pelaksana:n pengawasan perbankan di Indonesia juga
memperhatikan prinsip-prinsip pokok neppawssan bonk yang efekuf (Core
Principles for Effective Panking Supervision) seba guimana vang disatankun olel
Basle Committee for lank Supervision, Bank for International Seitlements,

pASAL T
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A NK TNDOGNTESTA

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2
Fengawasan langsung  dan pengawasan  udak langsung  adalah
sebagaimana dimaksud dajam Undang-undang tentang Eank Indonesia
dan Undang-undang Perbankan vang berlaku

Fasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 =
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Fasal §
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesdzan teri=ntu antara lain terjadinya
perubahan ketentuan yang berlaku atau keadaan suatu Bank Urum
memiliki suaw produk atau jasa perbankan vang relatif baru yang
belum tercakup dalam Buku Pedoman Pengawasan dan
Pemeriksaan Bank Umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasaj 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas,

DPNP ‘
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PENILAIAN TINGKAT RESEHATAN

PT. BANK "X" J

BUILARN 3

DESEMBER 2002
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RESUME HASIL PENILATAN TINGKAT KESEHATAN

PT. BANK "X"
Bulan : DESEMBER 2002

Nilai NK
Faktor Kredit | Faktor Predikat

Permodalan 100,00 25,008
Kualitas Aktiva Produktif 89,69 26,91 S
Manajemen 85,55 21,39|S
Rentabilitas 100,00 10,008
Likuiditas 100,00 10,005
CAMEL 93,30(S

e BMPK 0,00

® PDN 0,00

® Judgement 0,00
HASIL AKHIR 93,30(S

Catatan :
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Lamipn 1
REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGEATKESEHATAN ¥

BANK : PT. BANK"X"
Bulan : DESEMBER 2002
PENILAIAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIKUANTIFIEASIKAN

Bobot
FAKTOR YANG DINILAI Nilai | Komp. | N.K. Bobot NK
Kredit | Faktor | Komp. | Faktor | Faktor

ERMODALAN [

. Jumlah Modal 32.182

. Jumlah ATMR 210,548

. Rasio modal thd ATMR 15,28% | 100,00 100%| 100,00 8

NK Faktor Permodalan 100,00 25% | 2500]8

LUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
. Rasio Akt. Prod. tg diklas thd Akt. Prod

— Jml Akt. Prod yg diklas 3833

— Jml Akt. Prod 224.984 =

— Rasio KAP 1,70%] 91,98 B3%| 76,65 5
. Rasio PPAF yg dibentuk bank thd

PPAP yg wajib dibentuk

— PPAP yg dibentuk bank 1.941

— PPAP yg wajib dibentuk 2,480 |

- Rasio 18,25% | 18,251 17%| 13,04 Cs

1
NEK Faktor KAP 89,69 30%| 2691|5
Iml nilai B

JANATEMEN ernyataan
. Manajemen Umum 128 37,63
, manajemen Risiko 163 47,92
VK Faktor Manajemen 85,55 25%| 21,39]s
LENTABILITAS
. Rasio laba thd total assel

— Jumlah laba 12 bl terakhir 4.077

— Rata—2 total asset 12 bl 212254

~ Rasio 1,92%| 100,00 50%| 50,00 s
1, Rasio beban oprs thd pendpt oprs

— Jml beban opers 12 bl 35.840

— Jml pendpt oprs 12 bl 39438 i

— Rasio I 90,88% [ 100,00 50% 50,00 S

NK Faktor Rentabilitas 100 10% 10,0058
KUIDITAS
1, Rasio Kew. bersih antar bank thd Modal Inti

— Kewajiban kpd bank lain 1410

— Tagihan dr bank lain 5.968

— Selisih {4.558)

~ Modal int 3085

— Rasio [ —14,99% ] 100,00 50% | 50,00 5
b, Rasio kredit thd dana yang diterima

— Jumlah kredit yg diberikan 175.427

— Jumlah dana yg diterima 248.080

— Rasio 70,71% | 100,00 50% 50,00 S

NK Faktor Likuiditas 100,00 10%| 10,0048
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